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TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DALAM PEMBERIAN

PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA SERTA

PELAKSANAAN PELAPORAN DALAM KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam
pemberian persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya
serta pelaporan dalam kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara serta memperhatikan kebutuhan
organisasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang
dan Mandat Dalam Pemberian Persetujuan Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya Serta Pelaksanaan Pelaporan Dalam
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6921);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 365);

4.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan,
Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 713) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 968);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
414);

MEMUTUSKAN:
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN MANDAT DALAM
PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN BIAYA SERTA PELAKSANAAN PELAPORAN
DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA.

Melimpahkan kewenangan dalam pelaksanaan:

a. evaluasi dan pemberian/penolakan persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;

b. penerimaan dan/atau evaluasi pelaporan termasuk
didalamnya persetujuan studi kelayakan; dan

c. pengenaan sanksi administratif atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran biaya serta pelaporan,

kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam
pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertindak untuk dan atas
nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
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Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan, Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan
laporan berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

td.

BAHLIL LAHADALIA

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral




